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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Faradiba Zaenong 
“Pejuang Durian Sulteng”

KETUA KADIN Parigi Moutong, Faradiba Zaenong foto bersama Gubernur Sulteng, Anwar Hafid. FOTO: IST

SULTENG RAYA – Di hadapan Menteri 
Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryana-
gara,  Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar 
Hafid, melontarkan sebuah pujian yang tak 
biasa. Ia menyebut Ketua Kadin Parigi Mou-
tong, Faradiba Zaenong, sebagai “pejuang 
durian”—sebuah pengakuan yang lahir dari 
konsistensi dan kerja panjang dalam men-
gangkat komoditas lokal ke panggung global.

Pernyataan itu bukan se-
kadar basa-basi seremo-
ni. Dibaliknya, tersimpan 
ambisi besar: menjadikan 
Sulawesi Tengah sebagai ke-
kuatan utama durian dunia.

“Ketua KADIN Parigi 
Moutong, Ibu Faradiba Zae-
nong, adalah teman part-
ner saya dan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
untuk mendukung Sulawesi 
Tengah menuju raja durian 
dunia. Pejuangnya durian 
ini Pak Menteri,” ujar Anwar 
Hafid, menegaskan arah 
kebijakan yang kini tengah 
dibangun pada kegiatan 
pelepasan ekspor durian 
kawasan industri PT Duco 
Food Indonesia Kelurahan 
Baiya, Kota Palu baru-baru 
ini.

Bagi sang gubernur, de-
dikasi Faradiba bukan lagi 
cerita baru. Ia bahkan meng-
gambarkan keseharian Ke-
tua Kadin Parigi Moutong 
itu yang nyaris sepenuhnya 

dihabiskan untuk mengurus 
durian—dari hulu hingga 
hilir.

“Setiap hari urus durian. 
Telepon saya durian, tidak 
ada dia urus yang lain Pak 
Menteri. Sampai kerjasa-
ma Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah dengan 
Provinsi Sicuan, Tiongkok 
khusus dalam pengemban-
gan pertanian juga berkat 
peran Ibu Faradiba,” kata-
nya, setengah berkelakar 
namun sarat makna.

Momentum itu sekaligus 
menjadi panggung bagi 
Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Tengah untuk mengu-
mumkan langkah strategis 
berikutnya: membuka jalur 
kerja sama internasional. 
Dalam waktu dekat, Sul-
teng membidik kemitraan 
dengan Provinsi Hainan 
dan Sichuan di Tiongkok, 
sebagai pintu masuk mem-

PRAKTISI hukum, Hartono Taharudin melaporkan anggota 
DPRD Parigi Moutong, Selpina ke BK DPRD Parigi Moutong, 
Senin (20/4/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Riak polemik dugaan ke-
terkaitan oknum anggota DPRD dengan aktivitas 
pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Parigi 
Moutong (Parmout) kini memasuki babak baru. 
Praktisi hukum, Hartono Taharudin, resmi me-
langkah ke jalur etik dengan melaporkan anggota 
DPRD, Selpina, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD 
Parigi Moutong, Senin (20/4/2026).

Langkah ini tak sekadar formalitas, tetapi menjadi 
sinyal kuat bahwa isu yang sebelumnya bergulir 
di ruang publik kini diuji dalam mekanisme resmi 
kelembagaan. Hartono menilai, dugaan yang ber-
kembang bukan sekadar kabar liar, melainkan telah 
memiliki pijakan fakta yang mencuat dalam forum 
resmi hingga pemberitaan media.

“Ini sudah masuk wilayah fakta publik yang 
perlu diuji secara etik, bukan lagi sekadar opini,” 
ujarnya.

PT IMIP hadir dalam kegiatan Sulteng Expo 2026. FOTO: DOK. IMIP 

MENTERI SOSIAL RI, Saifullah Yusuf didampingi Bupati Sigi, 
Mohamad Rizal Intjenae, meninjau langsung proses pembe-
lajaran Sekolah Rakyat di Sentra Nipotowe, Desa Kalukubula, 
Kabupaten Sigi, Senin (20/4/2026). FOTO : FERRY

SULTENG RAYA – Menteri Sosial RI, Saifullah 
Yusuf didampingi Bupati Sigi, Mohamad Rizal 
Intjenae, meninjau langsung proses pembelajaran 
Sekolah Rakyat di lokasi rintisan Sentra Nipoto-
we, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, Senin 
(20/4/2026).

Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas 
Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Bupati Sigi 
Samuel Yansen Pongi, Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sigi Nuim Hayat, serta Kepala Dinas Sosial Kabupa-
ten Sigi Ariyanto.

Dalam kesempatan itu, Mensos menegaskan 
komitmen pemerintah dalam memperluas akses 
pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang 
mampu melalui program Sekolah Rakyat.

Ia mengapresiasi kesiapan fasilitas pembelaja-
ran yang dinilai telah memadai, mulai dari laptop 

SULTENG RAYA – Se-
bagai bentuk sinergitas dan 
kolaborasi dengan pemer-
intah, PT Indonesia Moro-
wali Industrial Park (IMIP) 
turut andil dalam menye-
marakkan Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-62 Sulawesi Ten-

gah (Sulteng) di Palu. Dalam 
rangkaian itu, digelar event 
Semarak Sulteng Namba-
so sebagai ajang tahunan  
mempertemukan berbagai 
sektor industri, investasi, 
serta program pengemban-
gan daerah. 

Sebagai salah satu ka-
wasan industri terbesar di 
Indonesia, IMIP berkomit-
men untuk terus berkont-
ribusi dalam pertumbuhan 
ekonomi daerah serta men-
dukung pengembangan 
industri berkelanjutan. 

Keikutsertaan PT IMIP 
dalam Sulteng Expo 2026 
sekaligus memperkenal-
kan inovasi teknologi in-
dustri berbahan baku ni-
kel, kontribusi perusahaan 
terhadap lingkungan, serta 

berbagai program Corpo-
rate Social Responsibility 
(CSR) yang telah dijalan-
kan di wilayah Morowali 
dan sekitarnya.

GUBERNUR SULTENG, Anwar Hafid menerima kunjungan 
pebiliar cilik Fajar Alamri bersama orang tuanya, Senin 
(20/4/2026). FOTO: BIRO ADPIM

SULTENG RAYA - Gubernur Sulawesi Tengah, 
Anwar Hafid, menerima secara langsung pebiliar 
cilik berbakat asal Tolitoli, Fajar Alamri, di ruang 
kerjanya, Senin (20/4/2026). Fajar yang baru be-
rusia 5 tahun tersebut menjadi perhatian setelah 
tampil di ajang internasional Carabao International 
Open 2026.

PERTAMINA Patra Niaga Regional Sulawesi laksanakan UMK Academy 2026 di Toraja Room, Ibis City Center 
Makassar. FOTO: DOK PERTAMINA

SULTENG RAYA - Upa-
ya mendorong UMKM 
agar lebih adaptif terhadap 
perubahan pasar dan tren 
bisnis berkelanjutan terus 
diperkuat oleh Pertamina 
Patra Niaga Regional Sula-
wesi melalui penyelengga-
raan UMK Academy 2026. 
Program ini menjadi ruang 
pembelajaran sekaligus pen-
guatan kapasitas bagi mitra 
binaan agar mampu berkem-
bang secara lebih terarah 
dan kompetitif.

Selama dua hari, 15–16 
April 2026, sebanyak 50 
pelaku UMKM mengikuti 
pelatihan secara langsung 

di Toraja Room, Ibis City 
Center Makassar. Kegiatan 
ini juga diikuti secara daring 
oleh mitra binaan dari Ma-
nado dan Gorontalo, mem-
perluas jangkauan pembin-
aan lintas wilayah.

Materi yang dihadirkan 
berfokus pada isu yang se-
makin relevan dalam du-
nia usaha, mulai dari tren 
dan peluang green business 
hingga strategi optimalisasi 
media sosial sebagai kanal 
pemasaran. Kedua topik ini 
menjadi kunci bagi UMKM 
untuk bertahan sekaligus 
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SULTENG RAYA – Duka 
yang belum sepenuhnya 
reda di Jalan Lorong Cinta, 
Kelurahan Kampal, Keca-
matan Parigi, kini berlanjut 
ke ruang sidang. Warga 
Kabupaten Parigi Moutong 
(Parmout) resmi melayang-
kan gugatan warga negara 
(citizen lawsuit) terhadap 
Bupati ke Pengadilan Negeri 
Parigi, Senin (20/4/2026), 
menyusul tragedi pohon 
tumbang yang merenggut 
dua nyawa pada pertenga-
han April lalu.

Peristiwa nahas itu terjadi 
pada 11 April 2026. Sebatang 
pohon tiba-tiba tumbang dan 
menimpa sepeda motor yang 
dikendarai Julita (41), yang saat 
itu berboncengan bersama dua 
anak, Ehzan (4) dan Safa (16).

Benturan keras tak tere-
lakkan. Ehzan dinyatakan 

meninggal dunia di lokasi 
kejadian, sementara Julita 
sempat berjuang melawan 
luka sebelum akhirnya men-
gembuskan napas terakhir 
pada 13 April 2026 di RSUD 
Undata Palu. Di tengah 
duka itu, Safa menjadi sa-
tu-satunya yang selamat 
setelah menjalani perawatan 
di RSUD Anuntaloko Parigi.

Tragedi ini tak hanya me-
ninggalkan luka mendalam 
bagi keluarga korban, tetapi 
juga memantik pertanyaan 
publik soal tanggung jawab 
pemerintah daerah dalam men-
jaga keselamatan ruang publik.

Kuasa hukum penggugat, 
Nur Fitri, menegaskan gu-
gatan ini diajukan sebagai 
bentuk tuntutan atas dugaan 
kelalaian pemerintah daerah 
dalam pengawasan dan 
pemeliharaan pohon, yang 

berujung pada hilangnya 
nyawa warga.

“Ini bukan sekadar peristi-
wa alam biasa. Ada dugaan 
perbuatan melawan hukum 
karena kelalaian yang sehar-
usnya bisa dicegah. Kami 
menuntut langkah konkret 
agar kejadian serupa tidak 
terulang,”ujarnya.

Dalam peti tum yang 
diajukan, warga meminta 
pemerintah daerah tidak 
hanya bertanggung jawab 
secara moral, tetapi juga 
melakukan pembenahan sis-
tematis. Mulai dari penda-
taan dan penertiban pohon 
rawan tumbang di seluruh 
wilayah kabupaten, hingga 
penyusunan dan penetapan 
Standar Operasional Pro-
sedur (SOP) pengawasan 
serta pemeliharaan pohon 
di ruang publik.

Tak hanya itu, gugatan 
juga memuat tuntutan agar 
Bupati menyampaikan per-
mintaan maaf secara terbuka 
kepada masyarakat melalui 
media massa—sebuah lang-
kah yang dinilai penting 
untuk memulihkan keper-
cayaan publik.

Di sisi lain, aspek ganti 
rugi turut menjadi bagian 
dari tuntutan. Penggugat 
mengajukan kompensasi 
materil dan immateril den-
gan total nilai mencapai 
Rp1,5 miliar, sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas 
kehilangan yang dialami 
korban dan ahli waris.

Warga berharap tragedi 
ini menjadi titik balik, agar 
keselamatan publik tak lagi 
dipertaruhkan oleh kelal-
aian yang seharusnya bisa 
dicegah. AJI

NUR FITRI

SULTENG RAYA — Di tengah 
hiruk-pikuk pelayanan kesehatan 
yang kerap menuntut waktu dan 
biaya, sebuah gagasan sederhana, 
namun menyentuh muncul dari 
Sangulara Sulawesi Tengah. Ru-
mah Jabatan (Rujab) Bupati Parigi 
Moutong (Parmout) yang selama 
ini lebih sering sunyi, diusulkan 
untuk diubah menjadi rumah sing-
gah, tempat bernaung bagi pasien 
dan keluarga yang tengah berjuang 
melawan sakit.

Usulan itu bukan tanpa alasan. 
Bagi banyak warga, khususnya dari 
wilayah utara Parmout, perjalanan 
menuju pusat layanan kesehatan 
bukan sekadar soal jarak. Ada 
beban biaya yang ikut mengiringi, 
transportasi, konsumsi, hingga 
tempat tinggal sementara selama 
proses pengobatan berlangsung.

Sekretaris Sangulara Sulteng, 
Riswan B. Ismail, melihat kondisi 
ini sebagai celah yang bisa dijawab 
dengan pemanfaatan aset daerah 
yang selama ini belum optimal.

“Kalau Rujab dimanfaatkan seba-
gai rumah singgah,ini bisa sangat 
membantu. Warga tidak perlu lagi 
memikirkan biaya tempat tinggal 
selama berobat,”ujarnya, Minggu 
(19/4/2026).

Menurutnya, bangunan Rujab 
selama ini lebih banyak digunakan 
pada momen-momen tertentu, 
seperti kunjungan resmi atau pe-
ringatan hari besar. Di luar itu, 
ruang-ruang di dalamnya kerap 
kosong, sementara kebutuhan 
masyarakat akan tempat singgah 

justru terus ada. Di titik inilah, 
Sangulara melihat peluang—men-
gubah fungsi dari sekadar simbol 
jabatan menjadi fasilitas yang 
menyentuh langsung kebutuhan 
rakyat.

Apalagi, secara prinsip, rumah 
jabatan merupakan aset negara 
yang tidak hanya menunjang tu-
gas kepala daerah, tetapi juga bisa 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
pelayanan publik, selama tidak 
menyalahi aturan dan tetap men-
jaga fungsi utamanya.

Di sisi lain, Riswan juga menyoro-
ti fakta bahwa biaya perawatan Ru-
jab tetap berjalan, terlepas dari apa-
kah bangunan itu ditempati atau 
tidak. Anggaran yang bersumber 
dari uang rakyat, menurutnya, se-
mestinya memberi dampak nyata.

“Kalau bupati tidak memanfaat-
kannya secara maksimal, kenapa 
tidak dialihkan untuk kepentingan 
masyarakat? Ini soal keberpiha-
kan,” tegasnya.

Ia bahkan memperluas sorotan 
pada aset daerah lainnya, seperti 
kendaraan dinas, yang dinilai be-
lum sepenuhnya digunakan untuk 
pelayanan publik. Bagi Sangulara, 
setiap fasilitas yang dibiayai negara 
seharusnya kembali ke masyarakat 
dalam bentuk manfaat yang terasa.

Gagasan ini pada akhirnya bu-
kan sekadar soal bangunan. Ia 
menyentuh cara pandang tentang 
bagaimana kekuasaan dan fasilitas 
publik seharusnya hadir bukan ha-
nya sebagai simbol, tetapi sebagai 
solusi. AJI

RISWAN B.ISMAIL

Rujab Bupati Parmout 
Diusulkan Jadi 

Rumah Singgah Pasien

SULTENG RAYA - 
Seksi Profesi dan Pen-
gamanan (Sipropam) 
Polresta Palu melakukan 
pemeriksaan terhadap 
senjata api (senpi) yang 
dipinjam pakaikan ke-
pada personel Polresta 
Palu. Kegiatan tersebut 
berlangsung di Ruangan 
Sipropam Polresta Palu, 
Senin (20/4/2026).

Pemeriksaan dilakukan 
langsung oleh Plt. Wakapol-
resta palu AKBP Moham-
mad llham, S.H., S.I.K., M.H 
, didampingi Kasi Propam 
Polresta Palu Iptu Novem-
bri, Kasiwas AKP Made 
Raharjo serta AKP Edi Prak-
tikta dari Bagian Logistik 
Polresta Palu.

Kegiatan ini bertujuan 
memastikan seluruh senjata 
api dinas yang dipinjam 
pakaikan kepada anggota 
dalam kondisi baik serta se-
suai prosedur penggunaan.

Wakapolresta palu, AKBP 
Mohammad llham, men-
gatakan pemeriksaan ini 
merupakan bagian dari pen-
gawasan internal untuk me-
mastikan penggunaan sen-
jata api oleh anggota tetap 
sesuai aturan dan standar 
operasional yang berlaku.

“Pemeriksaan ini kami 
lakukan secara rutin untuk 
memastikan senjata api yang 
dipinjam pakaikan kepada 
anggota berada dalam kon-
disi baik dan digunakan 
sesuai prosedur,” ujar llham.

Ia juga menegaskan, 
setiap personel yang me-
megang senjata api wajib 
mematuhi aturan penggun-
aan serta menjaga tanggung 
jawab dalam pemakaiannya. 
“Senjata api adalah alat yang 
penggunaannya sangat dia-
tur, sehingga setiap anggota 
harus disiplin, bertanggung 
jawab, dan siap diperiksa 
kapan saja oleh pengawas 
internal,”tambahnya.

Melalui pemeriksaan ter-
sebut, Polresta Palu berha-
rap pengawasan terhadap 
penggunaan senjata api di-
nas dapat semakin optimal, 
sehingga mendukung pro-
fesionalitas dan keamanan 
dalam pelaksanaan tugas 
kepolisian.AMR

BARANG bukti sabu-sabu, saat diamankan di Mapolresta Palu, Minggu (19/4/2026). FOTO:DOK. SATRESNARKOBA PALU

SULTENG RAYA - Satuan Reserse 
Narkoba (Satresnarkoba) Polresta 
Palu kembali mengungkap kasus 
dugaan tindak pidana narkotika jenis 
sabu. Seorang pria berinisial EAP, 
diamankan bersama barang bukti 
di wilayah Kabupaten Sigi, Minggu 
(19/4/2026).

Kasat Resnarkoba Kompol Usman, 
S.H. menjelaskan, pengungkapan ini 
berawal dari informasi masyarakat 
terkait adanya kiriman barang mencu-
rigakan melalui jasa angkutan di ka-
wasan Kampung Nelayan, Kota Palu. 

“Tim langsung bergerak melaku-
kan penyelidikan hingga berhasil 
mengamankan terduga pelaku di 
Jalan Kayumbossi, Desa Kalukubula, 
Kecamatan Biromaru,” ujar Usman.

Setelah diamankan, petugas mem-
bawa terduga pelaku ke lokasi agen 
pengiriman untuk membuka paket 
yang dicurigai. Dari hasil pemeriks-
aan, ditemukan empat paket diduga 
sabu dengan berat bruto sekitar 2,559 
gram.

“Barang tersebut rencananya akan 
diedarkan ke Sulawesi Barat, tepat-
nya di Kecamatan Tommo. Saat ini 
pelaku telah diamankan dan kami 
masih melakukan pengembangan 
terhadap jaringan yang terkait,”tam-
bahnya.

Selain sabu, polisi juga menga-
mankan barang bukti lain berupa 
satu batang pipa kecil dan satu kotak 
teh yang digunakan sebagai tempat 
penyimpanan. Pelaku dijerat dengan 
pasal terkait peredaran narkotika 
sebagaimana diatur dalam perun-
dang-undangan yang berlaku. Saat 
ini penyidik masih melakukan peme-
riksaan lanjutan, termasuk tes urine 
dan melengkapi berkas perkara.

Kasat menegaskan komitmennya 
dalam memberantas narkoba di wi-
layah hukum Polresta Palu. “Kami 
tidak akan memberi ruang bagi 
pelaku peredaran narkotika. Setiap 
informasi dari masyarakat akan kami 
tindak lanjuti secara serius,”tegas 
Usman.

Warga Parmout 
Gugat Bupati Usai 

Tragedi Pohon Tumbang

Satresnarkoba Palu Ungkap 
Pengedar Sabu Lintas Provinsi

SISPROPAM Polresta Palu, saat memeriksa senpi yang dipinjam pakaikan personel, Senin 
(20/4/2026).FOTO: HUMAS POLRESTA PALU 

Polresta Palu 
Periksa Senpi Personel 

Polresta Palu mengimbau masy-
arakat untuk terus berperan aktif 
dalam memberikan informasi, guna 
menekan peredaran narkotika di 
Sulteng. AMR

PELAKU EAP



Sulteng nambaso
SULTENG RAYA

3SELASA, 21 APRIL 2026

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Mustamin, berupa : 
Sebidang tanah seluas 62.5 m2 sesuai SHM No. 165/Siranindi tanggal 08/09/2003 an. Haji Mustamin, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Kompleks Palu Plaza Blok B No. 7, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 385.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 81.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 05 Mei 2026 pukul 09:05 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 21 April 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

 
       ttd 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
PT. Gampiri Bulava Lestari, berupa : 
a. Sebidang tanah seluas 728 m2 sesuai SHM No. 597/Lolu Utara tanggal 26/08/2007 an. 1. Delviana, 2. Silvana, berikut 

bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Sidole No. 22, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur (dahulu 
Palu Selatan), Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 761.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 160.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 426 m2 sesuai SHM No. 464/Ujuna tanggal 21/05/1993 an. Kaharuddin Kamaruddin, berikut 
bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sungai Moutong (Nomor Tidak Tertera), Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu 
Barat, Kota Palu (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 634.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 134.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 05 Mei 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 21 April 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

 
ttd 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

Kedatangan Kapolda Sul-
teng bersama Ibu Ketua 
Bhayangkari Daerah Sulteng 

di Kabupaten Tojo Una-Una 
dalam rangka melakukan 
kunjungan kerja (kunker) 

KAPOLDA Sulteng, Irjen Pol Dr. Endi Sutendi, saat memberikan Bansos kepada warga di Polres Touna, Kamis (9/4/2026) malam. 
FOTO: DOK POLDA SULTENG

KUNJUNGI POLRES TOUNA

Kapolda Sulteng Serahkan Bansos dan 
Resmikan Sumur Air Bersih

SULTENG RAYA - Kepala Kepolisian Dae-
rah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng), 
Irjen Pol Dr. Endi Sutendi didampingi Ketua 
Bhayangkari Daerah Sulteng, Ny. Ida Endi 
Sutendi tiba di Kabupaten Tojo Una-Una 
(Touna), Kamis (9/4/2026) malam.

yang sebelumnya telah men-
gunjungi Polres Banggai.

T u r u t  m e n d a m p i n g i 
Kapolda sejumlah Pejabat 
Utama (PJU) Polda Sul-
teng, diantaranya Irwasda 
Kombes Pol Purwanto Puji 
Sutan, Karolog Kombes Pol 
Stefanus Michael Tamuntu-
an, Dirreskrimsus Kombes 
Pol Suratno, Dirpolairud 
Kombes Pol Suprianto, serta 
Kabid Propam Kombes Pol 

Roy Satya Putra.
Setibanya di Mapolres 

Tojo Una-Una, Kapolda dan 
rombongan disambut langs-
ung Kapolres Tojo Una-Una 
AKBP Yanna Djayawidya 
bersama unsur Forum Koor-
dinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda), diantaranya 
Bupati Tojo Una-Una Il-
ham Lawidu, Ketua DPRD 
Gusnar A. Suleman, Kepala 
Kejaksaan Negeri Dr. Rizky 

Fahrurozi, Sekretaris DPRD 
Muhamad Amin Bustamin, 
Pabung Kodim 1307 Poso 
Kapten CKE Risman, Danki 
Brimob Kompi III Marowo 
AKP Bachdar, para PJU Pol-
res serta undangan lainnya.

Dalam rangkaian kegiatan 
Kunker tersebut, Kapolda 
Sulteng menyerahkan ban-
tuan sosial (bansos) kepada 
purnawirawan Polri, wara-
kawuri, serta masyarakat 
Kabupaten Tojo Una-Una.

Selain itu, Kapolda juga 
meresmikan dengan mela-
kukan penandatanganan 
prasasti Zona Samapta Bha-
yangkara serta pemban-
gunan sumur air bersih 
sebagai bentuk kepedulian 
terhadap kebutuhan masy-
arakat.

Kapolda kemudian me-
laksanakan tatap muka bers-
ama seluruh personel Polres 
Tojo Unauna. Dalam arahan-
nya, Kapolda mengungkap-
kan rasa syukurnya karena 
akhirnya dapat bertatap 
muka langsung dengan jaja-
ran personel sejak menjabat 
pada November 2025 lalu.

“Sejak saya menjabat pada 
bulan November, baru kali 
ini saya bisa bertatap muka 
langsung dengan personel, 
dan Alhamdulillah hari ini 
dapat terlaksana di Polres 
Tojo Una-Una,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan 
apresiasi atas kinerja per-
sonel Polres Tojo Una-Una 
yang dinilai telah menunjuk-
kan dedikasi terbaik dalam 
mendukung program peme-
rintah serta menjaga situasi 
kamtibmas tetap kondusif.

Menurutnya, sepanjang 
tahun 2026, Polda Sulteng 
telah berhasil melaksanakan 
berbagai operasi kewilaya-
han maupun operasi terpu-
sat, termasuk dalam upaya 
pencegahan dan penang-
gulangan kebakaran hutan 
dan lahan (Karhutla), pen-
gendalian harga bahan po-
kok, hingga pengungkapan 
sejumlah kasus menonjol.

“Di tengah keberhasilan 
tersebut, kami juga membe-
rikan reward kepada perso-
nel berprestasi dan punish-
ment kepada personel yang 
melakukan pelanggaran,” 
tegasnya.

Kapolda menekankan 
pentingnya pelaksanaan 
tugas kepolisian yang profe-
sional, humanis, dan penuh 
tanggung jawab dalam 
menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat (kam-
tibmas).

Ia juga mengingatkan se-
luruh personel untuk terus 
meningkatkan kinerja, men-
jaga disiplin, serta mem-
berikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat.

Selain itu, Kapolda turut 
menyoroti pentingnya ke-
harmonisan dalam rumah 
tangga anggota Polri. Ia me-
nilai bahwa keluarga yang 
harmonis menjadi fondasi 
utama dalam menunjang 
keberhasilan pelaksanaan 
tugas. “Komunikasi yang 
baik, saling pengertian, serta 
dukungan dari pasangan 
sangat penting agar anggota 
dapat menjalankan tugas 
secara optimal dan terhindar 
dari permasalahan pribadi 
yang dapat memengaruhi 
kinerja,” pesannya.

Kegiatan kunjungan ker-
ja diakhiri dengan ramah 
tamah dan makan malam 
bersama Kapolda Sulteng 
dengan unsur Forkopimda 
Kabupaten Tojo Una-Una, 
sebagai bentuk mempererat 
sinergitas antarinstansi.

Sementara, Kabid Humas 
Polda Sulteng Kombes Pol 
Djoko Wienartono menyam-

paikan bahwa kunjungan 
kerja Kapolda bersama rom-
bongan di Kabupaten Tojo 
Una-Una merupakan bagian 
dari upaya memperkuat so-
liditas internal serta sinergi 
dengan pemerintah daerah 
dan seluruh pemangku ke-
pentingan.

“Kunjungan kerja ini men-
jadi momentum penting un-
tuk melihat secara langsung 
kondisi di lapangan, sekali-
gus memberikan motivasi 
kepada personel agar terus 
meningkatkan kinerja dan 
pelayanan kepada masya-
rakat,” ujarnya.

Ia juga berharap melalui 
kunjungan tersebut, sinergi-
tas antara Polri, pemerintah 
daerah, dan seluruh elemen 
masyarakat di Kabupaten 
Tojo Una-Una dapat sema-
kin solid dalam menjaga si-
tuasi kamtibmas yang aman 
dan kondusif.

“Harapannya, kehadiran 
Kapolda dapat semakin 
memperkuat kepercayaan 
masyarakat terhadap Polri, 
serta mendorong tercip-
tanya situasi yang aman, 
tertib, dan kondusif di wi-
layah hukum Polres Tojo 
Una-Una,” harapnya.*/YAT

S U L T E N G  R A Y A  - 
Panglima Kodam (Pangdam) 
XXIII/Palaka Wira (PW), 
Mayjen TNI J. Binsar Par-
luhutan Sianipar, menghadi-
ri Upacara Peringatan Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke-62 
Provinsi Sulawesi Tengah 
(Sulteng) yang digelar di 
halaman Kantor Gubernur 
Sulawesi Tengah, Jalan. Sam 
Ratulangi, Kelurahan Besu-
su Barat, Kecamatan Palu 
Timur, Kota Palu, Senin 
(13/4/2026). Upacara ber-
langsung khidmat dengan 
Gubernur Sulawesi Tengah, 
Dr. H. Anwar Hafi d, M.Si., 
bertindak sebagai Inspek-
tur Upacara. Kegiatan ini 
menjadi momentum penting 
dalam memperkuat siner-
gi antara TNI, pemerintah 
daerah, serta seluruh elemen 
masyarakat.

Turut hadir dalam kegi-
atan tersebut, unsur Forum 
Koordinasi Pimpinan Dae-
rah (Forkopimda) Provin-
si Sulawesi Tengah, para 
bupati dan wakil bupati 
se-Sulawesi Tengah, serta 

tokoh masyarakat, tokoh ag-
ama, tokoh adat, dan tamu 
undangan lainnya.

Rangkaian upacara diawa-
li dengan pembacaan sejarah 
singkat berdirinya Provinsi 
Sulawesi Tengah, dilanjut-
kan dengan pembacaan teks 
Pancasila dan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Ne-
gara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Dalam ama-
natnya, Gubernur Sulawesi 
Tengah menekankan pen-
tingnya menjaga persatuan 
dan kesatuan, menghindari 
perpecahan akibat perbe-
daan, serta mengajak se-
luruh masyarakat untuk 
bersama-sama membangun 
Sulawesi Tengah yang lebih 
maju dan sejahtera.

Kehadiran Pangdam XXI-
II/Palaka Wira dalam kegi-
atan ini merupakan wujud 
nyata sinergi antara TNI dan 
pemerintah daerah dalam 
mendukung pembangunan 
serta menjaga stabilitas wila-
yah, guna mewujudkan Su-
lawesi Tengah yang aman, 
maju, dan sejahtera.*/YAT

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI J. Binsar Parluhutan 
Sianipar, mengenakan baju adat berwarna hitam saat menghadiri 
Upacara Peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulteng yang digelar di 
halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan. Sam Ratulan-
gi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, 
Senin (13/4/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Pangdam XXIII/PW Hadiri 
Upacara HUT ke-62 

Sulteng, Perkuat Sinergi 
Bersama Pemda



WARTA UMUM4 SELASA, 21 APRIL 2026
SULTENG RAYA

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Sakriani, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 16/Ogoamas II, LT : 290 m² a.n. Hi. Moh. Siri, terletak di 
Jl. Poros Tolitoli – Palu (Ogoamas – Tonggolobibi), Desa Ogoamas II, Kec. Sojol Utara (dh. Sojol), Kab. Donggala, Prop. 
Sulawesi Tengah  
Harga limit lelang  Rp. 352,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 74,000,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 05 Mei 2026 pukul 09:10 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 21 April 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 

 
 

ttd 
 
 

Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Nurnaningsih, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 931/Luwuk, LT : 81 m² a.n. Surtin Panegoro, terletak di 
Jl. KH. Agus Salim, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Prop. Sulawesi Tengah  
Harga limit lelang  Rp. 374,500,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 79,000,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 05 Mei 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 21 April 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 

 
 

ttd 
 
 

Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Zulhiyar Zunnurain, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 366/Birobuli Selatan (dh. SHGB No.69), LT 275 m² an. 
Zulhiyar Zunnurain, terletak di Perumahan Bumi Anggur, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. 
Sulawesi Tengah  
Harga limit lelang  Rp. 424,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 90,000,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 05 Mei 2026 pukul 09:25 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 21 April 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Zulkifli Widu, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 173/Labuan Lelea, LT : 1.788 m² a.n. Tuan Zulkifli Widu, 
terletak di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah  
Harga limit lelang  Rp. 424,389,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 89,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 05 Mei 2026 pukul 09:20 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 21 April 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Ardiansyah, berupa : 
Sebidang tanah seluas 217 m2 sesuai SHM No. 02794/Mamboro tanggal 24/03/2020 an. Widya Astuti, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Komplek BTN Nusantara Mamboro, Jalan Karana Blok A No. 17, Kelurahan Mamboro, Kecamatan 
Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 597.300.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 126.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 05 Mei 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 21 April 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

ttd 
 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Bakri B, berupa : 
Sebidang tanah seluas 326 m2 sesuai SHM No. 1511/Lere tanggal 19/09/2008 an. Bakri B, berikut bangunan di atasnya yang 
terletak di Jalan Asam II (Nomor Tidak Tertera), Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 651.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 137.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 05 Mei 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 21 April 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

      ttd 
 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
CV. Cahaya Fiqri, berupa : 
a. Sebidang tanah kosong seluas 1.035 m2 sesuai SHM No. 88/Maahas tanggal 26/08/2014 an. Jonny Krismanto Mendolok 

yang terletak di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 415.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 88.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 401 m2 sesuai SHM No. 325/Tontouan tanggal 10/09/2009 an. Riance Mendolok, berikut bangunan 
di atasnya yang terletak di Jalan Lingkungan, No. (tidak terpasang) , Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten 
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 557.800.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 118.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 05 Mei 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 21 April 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

 
ttd 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
CV. Putra Sejahtera Mandiri, berupa : 
Sebidang tanah kosong seluas 14.373 m2 sesuai SHM No. 425/Tontouan tanggal 07/02/2014 an. Riance Mendolok yang 
terletak di Jalan Lingkungan, Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 2.544.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 535.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026 

Batas Akhir Penawaran : 05 Mei 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 
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PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Haji A. Amirullah, berupa : 
Dua bidang tanah dengan total luas 863 m2 yang dijual dalam satu paket sesuai SHM No. 1314/Beteleme tanggal 27/01/1997 
seluas 702 m2 an. H. Amirullah & SHM No. 1315 tanggal 27/01/1997 an. A. Amirullah seluas 161 m2, berikut bangunan di 
atasnya yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi 
Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 4.347.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 913.000.000,- 
 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

DUA hari lagi, tepatnya 22 
April 2026, kelompok terbang 
(kloter) pertama jemaah haji 
Indonesia akan melangkahkan 

kaki dan bertolak meninggalkan asrama 
haji menuju Tanah Suci. Keberangkatan 
dua ratusan ribu tamu Allah itu bukan se-
kadar penanda dimulainya fase operasional 
ibadah haji 2026. Ini adalah ujian awal bagi 
tata kelola yang untuk pertama kalinya 
berada di bawah kendali Kementerian Haji 
dan Umrah.

Publik menaruh ekspektasi yang tinggi 
agar kementerian baru urusan haji mampu 
bekerja maksimal, memperbaiki seluruh 
kekurangan pelaksanaan ibadah haji pada 
tahun-tahun sebelumnya yang kerap teru-
lang bagaikan kaset kusut. Termasuk, me-
nutup celah-celah penyelewengan anggaran 
maupun tata kelola.

Kita mencatat, evaluasi pelaksanaan haji 
tahun-tahun sebelumnya selalu memuncul-
kan persoalan klasik. Mulai dari keterlam-
batan layanan, distribusi dokumen yang 
tidak serempak, hingga koordinasi yang 
kerap tersendat antara otoritas di dalam 
negeri dan di Arab Saudi. Masalah-masalah 
itu seharusnya tidak lagi menjadi beban be-
rulang, melainkan pelajaran berharga untuk 
dibenahi secara sistematis.

Dalam konteks itu, langkah pemerintah 
yang memastikan Kartu Nusuk sudah dite-
rima jemaah sejak di embarkasi merupakan 
lompatan layanan yang patut diacungi 
jempol. Nusuk merupakan identitas pintar 
sekaligus memberikan izin akses terintegrasi 
ke berbagai lokasi ibadah haji.

Karut-marutnya persoalan Kartu Nusuk 
pada musim haji tahun lalu memberikan 
pembelajaran berharga. Begitu banyak 
jemaah yang tertahan, tidak bisa masuk ke 
area Raudah di Masjid Nabawi, atau ter-
halang pergerakannya di kawasan krusial 
Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Itu karena 
keterlambatan Kartu Nusuk sampai ke 
tangan sebagian jemaah.

Keberhasilan distribusi Kartu Nusuk di 
embarkasi tahun ini harus menjadi standar 
baru, bukan sekadar perbaikan sementara. 
Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah 
perlu memastikan seluruh aspek layanan 
mengikuti prinsip yang sama, yakni kepas-
tian sejak awal, bukan penyelesaian setelah 
masalah muncul.

Kendati demikian, apresiasi terhadap 
perbaikan di sektor administratif tidak bo-
leh membuat pemerintah merasa jemawa, 
apalagi lengah. Kita harus mengingatkan 
pula bahwa ibadah haji tahun ini diseleng-
garakan di tengah lanskap geopolitik Timur 
Tengah yang penuh ketidakpastian.

Bara konflik di kawasan tersebut masih 
menyala karena belum tercapai kesepakatan 
damai antara Amerika Serikat (AS) bersama 
sekutunya Israel dan Iran dengan prok-
si-proksinya. Oleh karena itu, koordinasi 
intensif, skenario mitigasi yang matang, 
serta kesiapsiagaan terhadap berbagai 
kemungkinan gangguan harus disiapkan 
secara serius.

Pun, fluktuasi harga energi sebagai ek-
sesnya telah memicu lonjakan harga avtur 
yang signifikan. Dampaknya, biaya pener-
bangan haji membengkak. Selisih pembeng-
kakan biaya itu semestinya ditanggung 
jemaah haji. Akan tetapi, membebankan 
biaya tambahan di menit-menit akhir kebe-
rangkatan tentu bukanlah kebijakan yang 
bijaksana.

Pemerintah komit menanggung tam-
bahan biaya yang diperkirakan mencapai 
Rp1,77 triliun itu. Namun, pemerintah dan 
DPR mesti segera memastikan tersedianya 
payung hukum yang kuat tentang peng-
gunaan APBN. Jangan sampai niat baik ne-
gara menalangi selisih biaya penerbangan 
jemaah kelak menjadi temuan pelanggaran 
hukum karena ketiadaan regulasi. **Media 
Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)

OPINI 5SELASA, 11 OKTOBER 2022
SULTENG RAYA

S

PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri

No. Rek. Bank Sulteng,  An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Acc. 0010107770011

Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI

PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafi i, Agung Ramadhan)

PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP 
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN HARIAN 

SULTENG RAYA, 

DIBEKALI KARTU 

PERS/SURAT TUGAS

DAN NAMANYA 

TERCANTUM DALAM 

BOX REDAKSI

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana.  DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
 PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Hangga Nugracha.  STAF REDAKSI: Irwan, Andi Hidayat, Amiluddin, Hangga Nugracha,
Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Ruth Damayanti, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Desy Rahmadani. 

LITBANG: A. Madukelleng, Fery. BIRO DONGGALA: Wahid Agus, Andika Pratama. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. 
BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: Subianto. BIRO MOROWALI: Bambang Sumantri. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.

BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro) Rizal Saenong (Pemasaran). BIRO BANGGAI: Pariaman T, Reynold Sitorus.
DESIGN & ARTISTIC: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Wanto, Zainuddin Ladoe. KEUANGAN: Ratmin. 

 EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. 
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36   TLP: 0451 4012 445  ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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MBG dan Perannya dalam 
Perluasan Lapangan Kerja

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sema-
kin menunjukkan peran strategisnya, tidak ha-
nya dalam meningkatkan kualitas gizi masyara-
kat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam 
perluasan lapangan kerja. Dengan skema yang 
melibatkan berbagai sektor, mulai dari produksi 
pangan hingga distribusi, MBG menghadirkan 
efek berantai yang signifikan terhadap pencip-
taan peluang kerja baru di berbagai daerah.

MENTERI Keu-
angan, Pur-
baya Yudhi 
S a d e w a 

mengatakan bahwa program 
MBG memiliki potensi besar 
dalam menciptakan lapan-
gan kerja dalam skala luas. 
Program ini diperkirakan 
mampu menyerap hingga 
sekitar satu juta tenaga kerja, 
baik secara langsung mel-
alui operasional program 
maupun tidak langsung me-
lalui aktivitas ekonomi yang 
ditimbulkan. Penyerapan 
tenaga kerja ini menjadi sa-
lah satu faktor utama yang 
mendorong kontribusi MBG 
terhadap pertumbuhan eko-
nomi nasional.

Berdasarkan pendekatan 
data Badan Pusat Statistik 
(BPS), setiap pertumbuhan 
ekonomi sebesar satu persen 
umumnya diikuti dengan 
penciptaan sekitar 450 ribu 
lapangan kerja. Dengan de-
mikian, kontribusi MBG yang 
diperkirakan mencapai satu 
persen terhadap pertum-
buhan ekonomi menunjuk-

OLEH : ASEP FATURAHMAN)*

mencapai sekitar Rp54 trili-
un. Besarnya nilai investasi 
ini mencerminkan tingginya 
partisipasi publik sekaligus 
memperkuat kapasitas pro-
gram dalam membuka pelu-
ang kerja baru secara masif.

Hingga kini, sekitar 27.000 
unit SPPG telah beroperasi 
di seluruh Indonesia. Setiap 
unit yang dibangun mampu 
menyerap sekitar 15 hingga 
20 tenaga kerja lokal sela-
ma tahap konstruksi. Ang-
ka ini menunjukkan bahwa 
bahkan sebelum beroperasi, 
MBG sudah memberikan 
kontribusi langsung terhadap 
penyerapan tenaga kerja di 
tingkat daerah. Dibandingkan 
dengan pembangunan yang 
hanya mengandalkan angga-
ran pemerintah, keterlibatan 
investor terbukti memperce-
pat proses pembangunan se-
kaligus memperluas dampak 
penciptaan kerja.

Setelah beroperasi, peran 
SPPG da lam membuka 
lapangan kerja semakin ter-
lihat. Setiap unit melibatkan 
puluhan tenaga kerja lokal 
dalam operasional harian, 
termasuk relawan yang mem-
peroleh penghasilan tetap. 
Secara nasional, program ini 
telah melibatkan sekitar 1,1 
juta relawan, yang menjadi 
bagian penting dalam men-
dukung keberlangsungan 
layanan MBG. Hal ini men-
unjukkan bahwa program 
ini tidak hanya menciptakan 
pekerjaan formal, tetapi juga 
memperluas kesempatan ker-
ja berbasis komunitas.

Selain menciptakan pe-
kerjaan langsung, MBG juga 

mendorong terbentuknya 
lapangan kerja tidak langs-
ung melalui rantai pasok 
pangan. Sekitar 70 persen 
anggaran operasional SPPG 
digunakan untuk membeli 
bahan baku dari petani, pe-
ternak, nelayan, dan pelaku 
UMKM. Kondisi ini membu-
ka peluang usaha baru serta 
meningkatkan permintaan 
tenaga kerja di sektor-sektor 
tersebut. Dengan meningkat-
nya aktivitas produksi dan 
distribusi, kebutuhan tenaga 
kerja di tingkat lokal pun ikut 
bertambah.

Selain itu, keberadaan MBG 
turut menciptakan stabilitas 
ekonomi bagi pelaku usaha 
kecil dan menengah. Per-
mintaan yang konsisten dari 
SPPG memberikan kepastian 
pasar, sehingga mendorong 
pelaku usaha untuk mening-
katkan kapasitas produksi 
dan memperluas tenaga kerja. 
Dampak ini menjadikan MBG 
sebagai salah satu program 
yang mampu mengintegrasi-
kan kebijakan sosial dengan 
penciptaan lapangan kerja 
secara berkelanjutan.

Program ini juga memberi-
kan manfaat kepada sekitar 
62 juta penerima, termasuk 
kelompok rentan seperti ibu 
hamil, ibu menyusui, dan 
anak balita. Dengan mening-
katnya kualitas gizi masya-
rakat, produktivitas tenaga 
kerja dalam jangka panjang 
juga berpotensi meningkat. 
Hal ini memperkuat hubun-
gan antara investasi sosial 
dan pertumbuhan ekono-
mi yang inklusif. Perluasan 
SPPG hingga menjangkau 

wilayah terpencil menja-
di langkah strategis untuk 
memperluas dampak pencip-
taan lapangan kerja. Target 
pengembangan ribuan unit 
tambahan diharapkan dapat 
membuka peluang kerja baru 
sekaligus memperkuat pere-
konomian daerah. Dengan 
dukungan kolaborasi antara 
pemerintah, masyarakat, dan 
dunia usaha, MBG berpotensi 
menjadi motor utama dalam 
menciptakan lapangan kerja 
yang luas dan merata di se-
luruh Indonesia.

Sebagai penguatan, keber-
hasilan MBG dalam memper-
luas lapangan kerja mencer-
minkan model pembangunan 
yang inklusif dan berorientasi 
pada pemberdayaan masya-
rakat. Program ini tidak ha-
nya membuka peluang kerja 
dalam jumlah besar, tetapi 
juga memastikan keterlibatan 
aktif masyarakat lokal dalam 
setiap rantai nilai, sehing-
ga manfaat ekonomi dapat 
dirasakan secara langsung 
dan berkelanjutan di tingkat 
akar rumput.

Secara keseluruhan, MBG 
membuktikan bahwa pro-
gram berbasis pemenuhan 
kebutuhan dasar dapat diran-
cang sebagai instrumen pro-
duktif dalam memperluas 
lapangan kerja. Dengan pen-
dekatan yang terintegrasi dan 
partisipatif, program ini tidak 
hanya meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat, tetapi juga 
mendorong terbentuknya 
ekosistem ekonomi yang lebih 
inklusif dan berkelanjutan 
)* Penulis adalah Mahasiswa 
Ekonomi di Bandung 

kan adanya potensi besar 
dalam memperluas kesem-
patan kerja. Meski sebagian 
tenaga kerja berasal dari pera-
lihan sektor lain, program ini 
tetap memberikan dampak 
nyata dalam meningkatkan 
akses masyarakat terhadap 
pekerjaan.

Perluasan lapangan kerja 
melalui MBG sangat bergan-
tung pada efektivitas imple-
mentasi program di lapangan. 
Ketika program dijalankan 
secara optimal, peluang kerja 
yang tercipta tidak hanya 
bertambah dari sisi jumlah, 
tetapi juga semakin merata 
di berbagai wilayah, terma-
suk daerah yang selama ini 
memiliki keterbatasan akses 
ekonomi.

Kontribusi besar terhadap 
penciptaan lapangan kerja 
juga datang dari pemban-
gunan dan operasional Satuan 
Pelayanan Pemenuhan Gizi 
(SPPG). Kepala Badan Gizi 
Nasional (BGN), Dadan Hin-
dayana mengatakan bahwa 
investasi masyarakat dalam 
pembangunan SPPG telah 

OLEH : IVONI EVI MARWATI

Padahal jika menilik fasi-
litas, pelajar hari ini adalah 
generasi paling beruntung. 
Mereka didampingi pendidik 
adaptif, beragam kurikulum 
mutakhir, serta perpusta-
kaan digital yang bisa diakses 
kapan saja.

Dengan segala kemuda-
han ini peserta didik masa 
kini seharusnya melaju jauh 
melampaui generasi 80-90an. 
Generasi terdahulu harus 
mengayuh sepeda berkilo-ki-
lo meter demi satu informasi 
di perpustakaan kota, atau 
harus mengantre panjang 
hanya untuk menggunakan 
mesin ketik. Namun, menga-
pa dengan kecepatan internet 
5G, nalar dan pengetahuan 
umum pelajar saat  ini justru 
terasa berjalan di tempat atau 
bahkan mundur ke belakang? 

Fenomena ini bukan seka-
dar asumsi pribadi. Dalam 
berbagai konten pendidikan 
yang berseliweran di media 
sosial, seperti yang kerap 
diunggah akun Instagram @
dinowakjess, publik sering 
kali disuguhi potret yang 
memprihatinkan. Yaitu ketika 

HARI ini dunia benar-benar berada dalam 
genggaman. Hanya dengan beberapa ketukan 
di layar smartphone, seseorang bisa mengakses 
berbagai keperluan. Tak ubahnya dalam dunia 
pendidikan. Ironinya, wajah pendidikan kita 
kini seolah ditampar oleh fakta kemunduran 
pengetahuan. 

pertanyaan-pertanyaan seder-
hana mengenai pengetahuan 
umum dasar atau logika ma-
tematika dilemparkan kepada 
para pelajar. Jawaban yang 
muncul sering kali jauh dari 
harapan. Konten-konten itu 
secara jujur mempertontonkan 
betapa “asingnya” pengetahu-
an dasar bagi sebagian gene-
rasi yang sebenarnya tumbuh 
di era informasi yang serba 
instan.

Menakar “FYP” dan Tergerusnya 
Fokus Pelajar

Tantangan pendidik hari ini 
bukan lagi sekadar mentrans-
fer ilmu, tetapi memperbaiki 
perilaku belajar. Riset Jurnal 
Ilmiah Bimbingan dan Kon-
seling mencatat 56,3% siswa 
terpaku pada TikTok selama 
2-3 jam sehari. Angka ini 
adalah alarm keras yang men-
unjukkan bahwa minat belajar 
peserta didik sedang mengala-
mi degradasi serius. Sebagai-
mana dipahami, TikTok telah 
menjadi “kiblat” baru bagi 
remaja. Format video singkat 
dengan tren gerakan yang 
selalu diperbarui serta ritme 

Guru Masa Kini Terjerat Tren 
tapi Terasing dari Pengetahuan

dinamis menciptakan rangs-
angan cepat yang memanja-
kan otak. Akibatnya, ambang 
batas kesabaran siswa dalam 
mencerna materi pelajaran 
yang mendalam menjadi tipis. 
Kini, para pelajar terjebak 
dalam perlombaan mengejar 
For Your Page (FYP). Motivasi 
belajar sering kali kalah saing 
dengan dorongan untuk eksis 
dalam tren yang sedang viral. 
Cukup ironis, saat teknologi 
seharusnya memerdekakan 
nalar, ia justru menjerat peser-
ta didik yang pada akhirnya 
mengasingkan mereka dari 
kedalaman pengetahuan.

Masihkah Guru Profesional?
Dalam falsafah, guru adalah 

sosok yang digugu dan ditiru. 
Namun, di era yang popula-
ritas diukur melalui jumlah 
viewers dan likes, batas antara 
profesionalitas dan keingi-
nan eksis sering kali menjadi 
kabur. Publik kerap melihat 

fenomena guru yang mem-
buat konten TikTok di sekolah 
dengan seragam lengkap. 
Tidak jarang, wajah murid di-
tampilkan dalam konten terse-
but atau bahkan ada kalanya 
siswa yang mengajak guru 
membuat konten.  Namun, di 
sinilah letak ujian kedewasaan 
seorang pendidik. Guru se-
harusnya menjadi pihak yang 
memberikan batasan. Menjadi 
guru yang “kekinian” tidak 
harus dengan cara mengikuti 
tren viral yang menjatuhkan 
wibawa. Sebab, keteladanan 
adalah integritas diri yang 
harus dipegang teguh.

Beberapa waktu lalu Guber-
nur Jawa Barat Dedi Mulyadi 
dalam unggahan TikTok res-
minya juga turut prihatin. Se-
cara tegas dia berharap guru 
tidak melakukan kegiatan 
media sosial di lingkungan 
sekolah yang tidak relevan 
dengan urusan pendidikan. Ia 
menyoroti praktik-praktik se-

perti guru yang “joget-joget” 
di ruang kelas atau mema-
merkan atribut pribadi demi 
eksistensi. Senada dengan 
hasil penelitian oleh Situ-
morang dan Naibaho (2025) 
dalam jurnal Etika Profesi 
Guru dalam Menghadapi 
Tantangan Teknologi Infor-
masi dan Komunikasi, media 
sosial memiliki potensi untuk 
memperluas pengaruh guru, 
meskipun berisiko menjadi 
sarana pencitraan semu.

Upaya Negara Memutus Jerat
Pemerintah resmi membata-

si akses media sosial bagi anak 
di bawah 16 tahun. Per April 
2026, Kementerian Komdi-
gi melaporkan TikTok telah 
menonaktifkan 780.000 akun di 
Indonesia sebagai bentuk ke-
patuhan regulasi. Menkomdigi 
Meutya Hafid menegaskan, 
kebijakan “darurat digital” ini 
adalah dukungan negara agar 
orang tua tidak “bertarung 
sendirian melawan raksasa 
algoritma.” Langkah tegas ini 
diharapkan dapat memberi 
ruang bagi para pelajar untuk 
kembali menoleh pada buku 
dan pengetahuan.

Pada akhirnya, pendidikan 
adalah proses memanusiakan 
manusia, bukan sekadar me-
moles citra di ruang digital. 
Baik pemerintah, pendidik, 
maupun orang tua harus be-
rani menarik batas yang jelas: 
kapan teknologi menjadi alat 
bantu belajar, dan kapan ia 
menjadi racun bagi konsen-
trasi. Penulis:  guru aktif yang 
sering mengamati isu sosial dan 
pendidikan. *Jawa Pos

Ujian Perdana 
Pengelola Haji



SELASA, 21 APRIL 20266 EKONOMI & BISNIS
SULTENG RAYA

SULTENG RAYA - Pe-
merintah mengalokasikan 
Rp 2 triliun untuk bantuan 
benih padi demi mengan-
tisipasi fenomena iklim El 
Nino ekstrem atau El Nino 
Godzilla. Menteri Pertani-
an (Mentan) Andi Amran 
Sulaiman menyampaikan 
bantuan tersebut sudah 
berjalan.

“Bantuannya sudah jalan. 
Kita anggarkan Mungkin ya 
semuanya estimasi Rp 2 trili-
unan,” ujar Amran saat kon-
ferensi pers di kantornya, 
Jakarta, Senin (20/4/2026).

Amran menjelaskan, ban-
tuan benih yang diberikan 
berupa benih yang disiapkan 
memiliki karakteristik khu-
sus, yakni tahan minim air 

dan memiliki masa panen 
yang lebih singkat. Selain itu, 
bantuan ini akan difokuskan 
pada daerah upland atau la-
han tadah hujan di seluruh In-
donesia yang biasanya hanya 
bisa tanam satu kali setahun. 

Menurut Amran, daerah 
lahan tadah hujan dapat di-
tingkatkan masa tanam asal-
kan ada sumber air. Sumber 

SULTENG RAYA - Kebutuhan 
infrastruktur yang semakin kom-
pleks mendorong industri baja 
beralih ke solusi konstruksi ber-
kelanjutan. Pendekatan ini dinilai 
menjadi faktor kunci untuk me-
ningkatkan daya saing sekaligus 
menjawab tantangan lingkungan 
dan risiko bencana.

Isu tersebut mengemuka dalam 
Seminar Nasional dan Pameran Rantai 
Pasok Konstruksi Baja yang diseleng-
garakan Indonesia Society of Steel 
Construction (ISSC), belum lama ini. 
Dalam forum ini, pelaku industri me-
nekankan pentingnya inovasi material 
dan teknologi dalam mendukung 
pembangunan jangka panjang. 

Direktur Technology & Business 
Development Krakatau Posco Al-
hadis Syamsuddin mengatakan, 
kebutuhan konstruksi modern men-
untut material dengan spesifikasi 
yang lebih tinggi. “Perusahaan telah 
memproduksi baja grade tinggi 
untuk kebutuhan konstruksi, baja 
tahan cuaca (weathering steel), st-
ruktur lepas pantai, fasilitas energi, 
hingga alat berat,” ujar Alhadis.

Ia menjelaskan, daya saing in-
dustri tidak hanya ditentukan oleh 
produk, tetapi juga kapabilitas ma-
nufaktur yang terintegrasi. Kraka-
tau Posco mengembangkan sistem 
produksi berbasis teknologi yang 
memungkinkan pengendalian ku-
alitas secara presisi dan konsisten. 

“Krakatau Posco juga didukung 
teknologi rolling mill yang mampu 
mengendalikan toleransi ketebalan 
secara ketat sesuai kebutuhan pro-
yek,” sambung Alhadis.

Dari sisi kualitas material, pen-
gendalian komposisi kimia dilaku-
kan secara ketat untuk memastikan 
setiap produk memenuhi spesifi-
kasi. Perusahaan juga mengadopsi 
teknologi inspeksi berbasis kecer-
dasan buatan melalui fasilitas Sur-
face Defect Detector (SDD) untuk 
mendeteksi cacat permukaan secara 
akurat.

“Kami akan terus menghadirkan 
solusi baja berkualitas tinggi yang 
tidak hanya memenuhi standar 
global, tetapi juga menjawab kebu-
tuhan spesifik konstruksi di Indone-
sia, termasuk tantangan lingkungan 
dan risiko gempa bumi,” ucapnya.

Dalam pengembangan produk, 
perusahaan memfokuskan pada 
tiga area utama. Pertama, baja st-
ruktural berkekuatan tinggi untuk 
konstruksi berat seperti jembatan 
dan gedung bertingkat. Kedua, baja 
tahan gempa dengan karakteristik 
keuletan tinggi dan ketangguhan 
optimal. Ketiga, baja tahan cuaca 
untuk mendukung pembangunan 
infrastruktur berkelanjutan.

“Inovasi teknologi menjadi kunci 
perusahaan dalam mendukung 
pembangunan infrastruktur yang 
tangguh dan berkelanjutan,” kata 
Alhadis.

Ke depan, transformasi menuju 
konstruksi berkelanjutan diper-
kirakan akan menjadi standar 
baru dalam industri baja. Integrasi 
teknologi, efisiensi material, dan ke-
tahanan terhadap risiko lingkungan 
menjadi faktor utama dalam menja-
ga daya saing industri nasional di 
pasar global. ROL

SULTENG RAYA - Peran 
perempuan kini tak lagi ter-
batas pada mengurus rumah 
tangga. Perempuan kini 
hadir sebagai penggerak 
ekonomi keluarga sekaligus 
pendorong pemberdayaan 
masyarakat. Berbagai ini-
siatif lokal pun lahir dari 
kreativitas dan kolaborasi 
untuk membawa perubahan 
nyata.

Semangat itulah yang ter-
lihat dari para perempuan 
yang tergabung dalam Ke-
lompok Wanita Tani (KWT) 
Sumber Boga Tamanan di 
Kelurahan Tamanmartani, 
Kecamatan Kalasan, Ka-
bupaten Sleman, Yogya-
karta. 

Berangkat dari kegiatan 
budidaya aloe vera atau 
lidah buaya, kelompok ini 
berhasil menciptakan ber-
bagai inovasi produk olahan 
sekaligus membuka peluang 
ekonomi baru bagi masyara-
kat sekitar.

Ketua KWT Sumber Boga 
Tamanan Nurul Komariyah 
menceritakan, awal mula 
KWT ini dibentuk pada 
tahun 2018 dengan tuju-
an untuk memberdayakan 
para perempuan di dusun 
tersebut.

“Tujuannya agar perem-
puan di dusun kami yang 
mayoritas ibu rumah tangga 
dan petani bisa lebih pro-

PEKERJA memeriksa kualitas lempengan baja panas (ilustrasi). FOTO: ANTARA 
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Konstruksi Berkelanjutan 
Jadi Kunci Daya 

Saing Industri Baja

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. FOTO: RETNO AYUNINGRUM

Benih Padi Minim Air Disiapkan 
buat Lawan El Nino Godzilla

air tersebut bisa berasal dari 
embung, sumur dalam, su-
mur dangkal, hingga sungai.

“Benih kekeringan kita 
bantu khususnya yang 
naikkan IP (Indeks Pertana-
man), dari 1 tanam menjadi 
2 kali. Kita memberi benih 
yang tahan kekeringan dan 
umurnya agak pendek,” 
tambah Amran.

Selain benih, pihaknya 
juga memberikan bantuan 
pompa. Amran menyebut 
sudah ada 80 ribu unit pom-
pa yang didaftarkan untuk 
mengairi sekitar 1 juta hek-
tare (ha) lahan. 

Amran memastikan stok 
pangan Indonesia dalam 
beberapa hari ke depan akan 
mencatatkan rekor tertinggi 

sejak Indonesia merdeka. 
Menurutnya, dalam tiga hari 
ke depan, stok cadangan 
beras pemerintah mencapai 
5 juta ton.

Tak hanya itu, masih ada 
tanaman yang siap panen 
dalam jumlah 11 juta ton. 
Hal ini menjadi bantalan 
kuat dalam menghadapi 
kekeringan.

“Standing crop kita 11 
juta ton. Yang maksudnya 
standing crop adalah tanam 
dan tinggal panen. Kemudi-
an yang selanjutnya adalah 
ada di Horeka, itu 12,5 juta 
ton. Totalnya bisa 11 bulan. 
estimasi El Nino itu hanya 6 
bulan sedangkan cadangan 
kita 11 bulan. Artinya lebih 
dari cukup,” jelas Amran. DTC

Di lahan tersebut, kini 
terdapat sekitar 900 hingga 
1.000 tanaman lidah buaya 
yang dibudidayakan oleh 
para anggota KWT. Tana-
man inilah yang kemudian 
menjadi bahan baku utama 
berbagai produk olahan 
yang mereka kembangkan, 
seperti minuman, keripik 
lidah buaya yang menjadi 
produk terlaris, permen, 
hingga sabun. 

Perkembangan usaha 
KWT Sumber Boga Tama-
nan semakin terasa sejak 
kelompok ini terlibat dalam 
program Klasterku Hidup-
ku dari BRI. Keterlibatan ter-
sebut bermula ketika Desa 
Tamanmartani mengikuti 
program Desa BRILiaN dari 
BRI pada tahun 2024.

Dalam prosesnya, KWT 
Sumber Boga Tamanan 
turut berpartisipasi dalam 
berbagai kegiatan pem-
berdayaan yang membuka 
peluang bagi mereka un-
tuk mendapatkan dukun-
gan lebih luas dari BRI. 
Selain mendapatkan akses 
pembiayaan usaha, KWT 
Sumber Boga Tamanan 
juga memperoleh berbagai 
pelatihan yang membantu 
meningkatkan kapasitas 
anggota. 

Nurul mengakui, tidak 
hanya pendanaan dan pen-
dampingan usaha, BRI me-
lalui aktivitas Corporate 

Social Responsibility (CSR) 
BRI Peduli menyalurkan 
bantuan peralatan usaha. 
“Bantuan CSR dari BRI ini 
sangat mendukung produk-
tivitas KWT. Misalnya saja 
dari bantuan tersebut kami 
alokasikan untuk sistem 
pengairan berbasis internet 
yang bisa dioperasikan le-
wat HP. Jadi, sekarang di 
mana pun posisi saya tetap 
bisa mengawasi sistem pen-
gairan karena bisa diakses di 
HP,” imbuhnya.

Pada kesempatan terpi-
sah, Wakil Direktur Utama 
BRI Viviana Dyah Ayu R.K 
menyampaikan, kisah para 
perempuan di KWT Sum-
ber Boga Tamanan men-
unjukkan bahwa dengan 
adanya akses dan pem-
berdayaan yang tepat, pe-
rempuan mampu menjadi 
motor penggerak ekonomi 
di lingkungannya.

“Pemberdayaan perem-
puan merupakan bagian 
penting dalam upaya men-
ciptakan pertumbuhan ek-
onomi yang inklusif. BRI 
terus mendukung akses 
bagi Perempuan dalam 
memperoleh pembiayaan 
dan pendampingan usaha, 
sehingga mereka dapat 
meningkatkan kapasitas 
dan memberikan dampak 
nyata bagi lingkungan se-
kitarnya,” pungkas Vivi-
ana. RHT

duktif dan membantu me-
ningkatkan perekonomian 
keluarga,” ungkap Nurul.

Menurut Nurul, saat itu 
KWT memilih untuk fokus 
pada budidaya lidah buaya 
karena tanaman ini relatif 
mudah dibudidayakan dan 
dirawat. Selain itu, lidah 
buaya juga memiliki ba-
nyak potensi untuk diolah 
menjadi produk makanan 
maupun minuman yang 
memiliki nilai jual.

“Di tahun pertama, kami 
menanam lidah buaya di 
lahan seluas 200-300 meter 
saja. Lalu kami juga ba-
nyak belajar ke luar, men-
gikuti pelatihan, supaya 
kita bisa membuat inovasi 
sendiri. Awalnya memang 
banyak mengalami kega-
galan, namun kami terus 
belajar hingga bisa meng-
hasilkan produk sendiri,” 
lanjut Nurul.

Setahun setelah kelompok 
KWT Sumber Boga Tamanan 
aktif, budidaya lidah buaya 
mereka semakin berkem-
bang. Kebutuhan lahan pun 
meningkat karena jumlah 
tanaman terus bertambah. 
KWT Sumber Boga Tamanan 
kemudian mendapatkan 
kesempatan untuk meng-
gunakan lahan seluas 1.000 
meter milik salah satu rumah 
sakit peninggalan Belanda di 
wilayah mereka.

KWT Sumber Boga Tanaman. FOTO: DOK. BRI 

Tumbuh Bersama Dukungan BRI: Kisah 
Kelompok Wanita Tani Sumber Boga Tamanan 

SULTENG RAYA - Kepala 
Ekonom Trimegah Sekuritas 
Indonesia Fakhrul Fulvian 
memandang Indonesia harus 
menerapkan pendekatan ke-
bijakan yang lebih progresif 
dan presisi, khususnya dalam 
membangun arsitektur pen-
danaan alternatif di luar keter-
gantungan terhadap dolar AS.

Langkah yang perlu diperce-
pat antara lain penguatan ske-
ma local currency settlement 
(LCS) dalam perdagangan bi-
lateral, eksplorasi penggunaan 
mata uang dengan biaya dana 
lebih rendah seperti CNH 
dalam pembiayaan, pendala-
man pasar keuangan domestik 
berbasis rupiah terutama in-
strumen jangka panjang, serta 
diversifikasi basis investor dan 
sumber likuiditas. 

“Indonesia tidak bisa lagi 
hanya menjadi price taker 
dalam sistem keuangan global. 
Kita harus mulai menjadi arsi-
tek, atau setidaknya co-archi-
tect, dari sumber pendanaan 
kita sendiri,” kata Fakhrul 
dalam keterangan tertulis di 
Jakarta, Senin.

Adapun pertemuan Inter-
national Monetary Fund (IMF) 
dan World Bank yang dise-
lenggarakan di Washington 
D.C., Amerika Serikat (AS), 
belum lama ini menegaskan 

pentingnya stabilitas makroe-
konomi dan kerja sama global. 

Namun, Fakhrul meman-
dang pendekatan tersebut 
belum cukup menjawab tan-
tangan struktural yang sedang 
berlangsung.

“IMF dan World Bank ma-
sih berbicara dalam kerangka 
lama, stabilitas, koordinasi, 
dan kehati-hatian fiskal. Itu 
penting, tapi tidak cukup. 
Dunia sudah berubah jauh 
lebih cepat dari bahasa kebija-
kan yang mereka gunakan,” 
ujar dia.

Menurut dia, salah satu 
perubahan paling fundamen-
tal yang belum sepenuhnya 
direspons adalah ketidak-
seimbangan dalam sistem 
likuiditas global.

Dalam beberapa tahun 
terakhir, terjadi kecenderun-
gan penurunan suplai dolar 
global, seiring pengetatan li-
kuiditas, meningkatnya kebu-
tuhan pembiayaan domestik 
AS, serta perubahan perilaku 
investor global.

Di sisi lain, muncul dinami-
ka baru dari internasionalisasi 
mata uang China, khususnya 
CNH (offshore renminbi), 
yang mulai mengambil peran 
lebih besar dalam perdagan-
gan dan pembiayaan lintas 
negara. ROL

Indonesia Harus Bangun 
Pendanaan Non-Dolar demi 
Kejar Pertumbuhan 8 Persen
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tumbuh di tengah peruba-
han perilaku konsumen.

Founder Artani Eco, Ria 
Lestari B, menilai para pe-
serta mulai menunjukkan 
kesiapan untuk mengadop-
si pendekatan bisnis yang 
lebih berkelanjutan.

“Diskusi dengan UMKM 
binaan Pertamina menun-
jukkan bahwa pelaku usaha 
semakin terbuka terhadap 
konsep green business. Ke-
berlanjutan mulai dipan-
dang sebagai bagian dari 
strategi, sekaligus peluang 
untuk menjawab kebutuhan 
pasar. Antusiasme peserta 
juga terlihat dari keterli-
batan aktif selama sesi ber-
langsung,” ujarnya.

Dari sisi peserta, materi 
yang diberikan dinilai re-

levan dan dapat langsung 
diterapkan dalam operasi-
onal usaha.

“Materi yang disampai-
kan cukup aplikatif, teru-
tama terkait pengelolaan 
limbah usaha. Ini mem-
berikan perspektif bahwa 
kegiatan bisnis juga perlu 
memperhatikan dampak 
lingkungan. Harapannya, 
pelatihan seperti ini terus 
berlanjut agar UMKM bisa 
berkembang lebih terarah,” 
ungkap Fitri, salah satu 
peserta.

Senior Supervisor CSR 
& SMEPP Pertamina Patra 
Niaga Regional Sulawesi, 
Galarizky Wirgaharu Putra, 
menegaskan bahwa UMK 
Academy menjadi bagian 
dari strategi pembinaan 

yang berkelanjutan.
“Program ini dirancang 

untuk memberikan penye-
garan sekaligus tambahan 
wawasan bagi mitra binaan. 
Dengan menghadirkan na-
rasumber yang kompeten, 
kami ingin memastikan 
UMKM memiliki  bekal 
yang cukup untuk ber-
kembang dan beradaptasi 
dengan dinamika pasar,” 
jelasnya.

Area Manager Commu-
nication, Relation, & CSR 
Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi, Lilik Har-
diyanto, menambahkan 
bahwa penguatan UMKM 
tidak bisa dilakukan secara 
instan, melainkan membu-
tuhkan proses yang konsis-
ten dan terarah.

“Pengembangan UMKM 
membutuhkan kombinasi 
antara peningkatan kapasi-
tas, pemahaman tren, dan 
kemampuan beradaptasi. 
Melalui UMK Academy, 
Pertamina mendorong pe-
laku usaha untuk memper-
kuat fondasi bisnisnya se-
kaligus membuka peluang 
baru di pasar yang terus 
berkembang,” ujarnya.

Ke depan, Pertamina Pa-
tra Niaga Regional Sulawesi 
akan terus menghadirkan 
program pembinaan yang 
berkelanjutan sebagai ba-
gian dari komitmen dalam 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi masyarakat, khu-
susnya melalui penguatan 
sektor UMKM di berbagai 
daerah. *WAN

Dalam pertemuan itu, 
Fajar didampingi sang ayah 
yang juga atlet biliar, Ja-
far Alamri, bersama Ketua 
KONI Sulteng, Muhammad 
Fathur Razaq, serta Ketua 
POBSI Sulteng, Andi Raharja 
Limbunan.

Gubernur Anwar Hafid 
mengaku terkesan den-
gan kemampuan Fajar di 
usia yang sangat muda. 
Menurutnya, bakat yang di-
miliki Fajar menjadi potensi 

besar bagi daerah untuk 
bersaing di tingkat nasional 
hingga internasional. Apa-
lagi, selain piawai bermain 
biliar, Fajar juga dikenal 
sebagai hafiz Al-Qur’an.

“Ini adalah aset daerah 
yang luar biasa, bukan ha-
nya untuk Sulawesi Tengah 
tetapi juga Indonesia. Kita 
akan terus mendukung Fajar 
agar bisa berkembang dan 
dikenal sebagai atlet biliar 
dunia,” ujar Gubernur.

Sebagai bentuk komit-
men, Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah akan men-
dorong program pembinaan 
berkelanjutan bagi Fajar, ter-
masuk dukungan pelatihan 
intensif. Gubernur menegas-
kan, talenta muda seperti 
Fajar harus mendapatkan 
perhatian khusus agar po-
tensinya dapat berkembang 
secara maksimal sejak dini.

Selain itu, Gubernur juga 
membuka peluang dukun-

gan dan kerja sama dengan 
berbagai pihak, termasuk 
organisasi olahraga dan 
sponsor, guna memastikan 
keberlanjutan pembinaan 
Fajar.

Ia berharap, dengan du-
kungan yang terarah dan 
konsisten, Fajar Alamri 
mampu menembus level 
dunia dan menjadi inspirasi 
bagi generasi muda Sula-
wesi Tengah untuk berpre-
stasi di bidang olahraga. *WAN

Head of Media Depart-
ment PT IMIP, Dedy Kur-
niawan, berharap, melalui 
partisipasi ini dapat mem-
perkuat hubungan dengan 
Pemerintah Daerah, pelaku 
industri, masyarakat, serta 
media sebagai bagian dari 
strategi komunikasi perusa-
haan. 

HUT ke-62 Sulteng pada 
tahun 2026 ini mengang-
kat tema “Bersatu dalam 
Nawa Cita Berani Menuju 
Sulteng Nambaso”. Rang-

kaian Expo Sulteng dihelat 
sejak tanggal 13 hingga 18 
April 2026. IMIP mema-
merkan hasil produksi dan 
mengedukasi masyarakat 
mengenai operasional in-
dustri nikel. 

“Produk industri yang 
dipamerkan yaitu stain-
less steel, Nickel Pig Iron 
(NPI), Mixed Hydroxide 
Precipitate (MHP), produk 
turunan nikel lainnya serta 
pameran produk UMKM 
binaan IMIP,” jelas Dedy 

Kurniawan di ruang kerja-
nya, Senin (20/4/2026).

Selain berpart is ipasi 
dalam pameran, PT IMIP 
juga menggelar Job Fair 
2026 di Kota Palu. Booth 
IMIP menjadi salah satu titik 
paling ramai dan menarik 
minat pengunjung untuk 
mengetahui  perkembangan 
industri hilir. Pengunjung 
yang datang juga mendapat-
kan berbagai merchandise 
seperti tumbler stainless, 
goodie bag, notebook dan 

gantungan kunci.
“Kami berharap, semarak 

HUT ke-62 Sulawesi Ten-
gah ini menjadi momentum 
perayaan yang menggerak-
kan aktivitas ekonomi nyata 
dan bisa menjadi katalis 
investasi, pariwisata, dan 
konsumsi daerah. IMIP se-
lalu berupaya membangun 
kolaborasi dengan mitra 
strategis di daerah dalam 
meningkatkan perekono-
mian secara menyeluruh,” 
tegas Dedy.*WAN

perluas pasar ekspor.
Langkah ini bukan tanpa 

perhitungan. Durian, yang 
selama ini identik den-
gan konsumsi domestik, 
kini diposisikan sebagai 
komoditas unggulan be-
rorientasi global—dengan 
Sulteng sebagai salah satu 
episentrumnya.

Dukungan juga datang 
dari kalangan industri. 
Sekretaris Jenderal AP-
DURIN, Aditya Pradewo, 

menilai Indonesia memi-
liki peluang besar untuk 
tampil sebagai pemain 
utama dalam industri 
durian dunia. Namun, 
menurutnya, kekuatan itu 
perlu dikemas dalam satu 
identitas yang kuat.

“Hari ini kita tidak ha-
nya menjual durian, tapi 
membangun identitas na-
sional,” ujarnya.

Dari gagasan itulah lahir 
konsep “Volcano Duri-

an Indonesia”—sebuah 
branding yang mengang-
kat keunikan geografis 
Indonesia sebagai negeri 
cincin api. Tanah vulkanik 
yang kaya mineral diyaki-
ni menjadi rahasia di balik 
cita rasa durian Nusantara 
yang khas: kuat, kompleks, 
dan alami.

“Ini bukan sekadar du-
rian. Ini adalah produk 
alam yang lahir dari tanah 
vulkanik Indonesia, di-

sempurnakan oleh alam 
itu sendiri. Inilah identitas 
kita,” tegasnya.

Dengan strategi tersebut, 
durian tak lagi sekadar 
buah musiman, melainkan 
simbol kekuatan alam dan 
potensi ekonomi yang siap 
bersaing di pasar global. 
Dari kebun-kebun di Su-
lawesi Tengah, ambisi itu 
kini perlahan disusun—
menuju satu tujuan: takhta 
durian dunia. AJI

hingga perangkat pendu-
kung lainnya yang telah 
dimanfaatkan siswa dalam 
kegiatan belajar mengajar.

“Alhamdulillah, semua 
perangkat sudah tersedia 
dan digunakan. Kami ber-
harap proses pembelajaran 
berjalan sesuai harapan 
dan mampu meningkatkan 
minat belajar anak-anak, 
khususnya dalam memba-
ca,” ujarnya.

Mensos juga menyoro-
ti kebijakan pembatasan 
penggunaan smartphone 
di lingkungan sekolah yang 
dinilai efektif mendorong 
siswa lebih aktif membaca, 
baik di taman maupun 
perpustakaan.

Selain itu, ia mengung-
kapkan bahwa pemerintah 
bersama pemerintah dae-
rah tengah mempercepat 
proses penyediaan lahan 
untuk pembangunan ge-
dung sekolah permanen. 
Saat ini, sekolah masih ber-
status rintisan dan belum 
memiliki bangunan tetap.

“Kita terus berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah 

agar pembangunan gedung 
permanen bisa segera di-
mulai tahun ini. Ini penting 
agar ke depan kapasitas 
penerimaan siswa dapat 
ditingkatkan,” jelasnya.

Terkait penerimaan sis-
wa baru, Mensos menye-
butkan kuota Sekolah 
Rakyat secara nasional 
tahun ajaran ini mencapai 
sekitar 30.000 siswa dan 
ditargetkan meningkat 
menjadi 60.000 siswa pada 
tahun depan, mencakup 
jenjang SD hingga SMA.

Berbeda dengan sekolah 
pada umumnya, proses 
penerimaan siswa tidak 
melalui pendaftaran ter-
buka, melainkan sistem 
penjangkauan langsung 
kepada keluarga sasaran. 
Tim dari Kementerian So-
sial, pemerintah daerah, 
serta Badan Pusat Statistik 
(BPS) akan turun ke lapan-
gan untuk melakukan ve-
rifikasi dan dialog dengan 
orang tua.

“Jika memenuhi kriteria 
dan mendapat persetujuan 
orang tua, maka akan di-

tetapkan sebagai siswa Se-
kolah Rakyat,” terangnya.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Mensos juga men-
gingatkan pentingnya 
peran orang tua dalam 
memastikan anak usia se-
kolah memperoleh pendi-
dikan yang layak. Ia mene-
gaskan bahwa anak-anak 
tidak boleh dipekerjakan 
pada usia sekolah.

“Sekolah Rakyat hadir 
untuk memberikan ke-
sempatan kepada keluarga 
yang paling tidak mampu 
agar anak-anak mereka 
mendapatkan pendidikan 
berkualitas,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh 
elemen masyarakat untuk 
mendukung program ter-
sebut, mengingat masih 
banyak anak usia sekolah 
yang belum bersekolah 
atau berisiko putus se-
kolah.

“Dengan pendidikan, 
kita berharap anak-anak 
ini bisa menjadi agen pe-
rubahan bagi keluarga dan 
lingkungannya,” pung-
kasnya.FRY

MENSOS  dari  halaman ............................................................................1

Sorotan utama dalam 
laporan tersebut menge-
rucut pada pernyataan Plt 
Kepala Puskesmas Mou-
tong, Nurlian dalam ra-
pat DPRD, yang mengaku 
pernah meminjam dana 
dari pihak tambang ilegal 
untuk kepentingan rujukan 
pasien. Dalam forum itu, 
nama Selpina turut disebut, 
memantik perhatian dan 
perdebatan.

Bagi Hartono, penyebu-
tan nama dalam forum res-
mi lembaga negara bukan 
perkara sepele. Meski telah 
ada klarifikasi, ia menilai 
fakta tersebut tetap rele-
van untuk ditelusuri lebih 
dalam melalui mekanisme 
etik.

Situasi ini, menurutnya, 
membuka ruang dugaan 
relasi antara penyelenggara 
negara dengan aktivitas 

ilegal, sekaligus berpotensi 
menggerus kepercayaan 
publik terhadap lembaga 
legislatif.

Melalui  laporannya, 
Hartono mendorong BK 
DPRD Parigi Moutong se-
gera bergerak cepat—me-
manggil dan memeriksa 
pihak-pihak terkait, terma-
suk Selpina dan Plt Kepala 
Puskesmas Moutong. Tak 
hanya itu, ia juga meminta 
penelusuran menyeluruh 
terhadap dugaan keterkai-
tan dengan aktivitas PETI, 
hingga penjatuhan sanksi 
jika terbukti terjadi pelang-
garan etik.

Lebih jauh, ia menekan-
kan pentingnya transparan-
si dalam proses ini. Hasil 
pemeriksaan, menurut-
nya, harus disampaikan 
secara terbuka agar tidak 
menimbulkan spekulasi 

berkepanjangan di tengah 
masyarakat.

Di sisi lain, Selpina te-
lah menyampaikan ban-
tahan atas berbagai tu-
dingan yang mengaitkan 
dirinya dengan aktivitas 
tambang ilegal. Ia menegas-
kan, penyebutan namanya 
dalam forum DPRD tidak 
disertai penjelasan utuh se-
hingga memicu multitafsir.

Selpina juga memasti-
kan tidak pernah memiliki 
hubungan dengan pihak 
tambang ilegal sebagaima-
na yang berkembang dalam 
pemberitaan.

Kini,  publik menan-
ti bagaimana Badan Ke-
hormatan DPRD Parigi 
Moutong mengurai simpul 
persoalan ini—apakah se-
kadar polemik atau benar 
mengarah pada pelangga-
ran etik yang lebih serius. AJI

KASUS PENIPUAN

SULTENG RAYA - Se-
orang warga Towuti Ka-
bupaten Luwu Timur beri-
nisial A ditetapkan sebagai 

tersangka dalam dugaan 
kasus penipuan. Tersangka 
A berprofesi sebagai reka-
nan atau kontraktor di Luwu 

Timur. 
Kasus ini bermula dari 

laporan seorang ibu rumah 
tangga (IRT) berinisial R ke 

SULTENG RAYA - Kur-
niawan Dwi Yulianto  me-
mastikan Timnas Indonesia 
U-17  mendapat tamba-
han tiga pemain keturunan 
menjelang Piala Asia U-17 
2026.

Awalnya, Kurniawan 
menjelaskan pihaknya ma-
sih memiliki waktu untuk 
melakukan perombakan 
skuad Timnas Indonesia 
U-17, apalagi menyusul 
hasil buruk mereka di Piala 
AFF-17.

Saat ini, staf pelatih se-
dang memantau 50 nama 
yang masuk dalam daftar 
panjang sebelum menge-
rucutkan pilihan ke daftar 
23 pemain yang akan dibe-
rangkatkan ke Piala Asia 
U-17 di Arab Saudi, Mei 
2026 nanti.

“Untuk pemain [di Piala 
Asia U-17] memang kita 
nanti akan membawa 23 
pemain dan di long list pe-
main kita itu ada 50 pemain 
yang sudah didaftarkan,” 
kata Kurniawan di Stadion 

Gelora Delta Sidoarjo, Ming-
gu (19/4) malam. 

Kurniawan menegaskan, 
proses seleksi dan evaluasi 
skuad Garuda Muda pun 
akan dilakukan secara men-
dalam dalam waktu dekat.

Fokus utama tim pelatih, 
kata Kurniawan, adalah 
memastikan setiap posisi 
dihuni oleh pemain yang 
paling siap secara teknis 
maupun mental, termasuk 
mengintegrasikan para pe-
main diaspora yang baru 
bergabung.

Ketiga pemain tersebut 
adalah Matthew Ryan Sito-
rus Baker atau Matt Baker, 
keturunan Indonesia-Aus-
tralia yang saat ini menjadi 
bek Melbourne City FC.

Kemudian Noah Leo Du-
vert, kiper keturunan Pran-
cis-Indonesia yang saat ini 
berstatus sebagai pemain 
EPA Bali United. Lalu, Mike 
Rajasa Hoppenbrouwers, 
kiper diaspora keturunan 
Indonesia-Belanda dari aka-
demi FC Utrecht.

“Nah, ini dalam beberapa 
hari lagi kita tentu akan 
melakukan evaluasi terkait 
pemain yang ada dan di Pia-
la Asia kita insya Allah akan 
ketambahan tiga pemain 
ada Matt Baker, ada Noah 
dan Mike penjaga gawang,” 
jelasnya.

Kehadiran Matt Baker di 
lini belakang serta persain-
gan di sektor kiper dengan 
datangnya Noah dan Mike 
diharapkan mampu men-
ambal celah permainan In-
donesia demi meraih target 
maksimal di Piala Asia.

“Jadi, kita benar-benar 
akan memikirkan untuk 23 
pemain terbaik yang akan 
kita bawa,” pungkas Kur-
niawan.

Seperti diketahui Tim-
nas Indonesia U-17 meraih 
hasil buruk di Piala AFF 
U-17 2026. Tampil di pu-
blik sendiri, Garuda Muda 
malah gugur di fase grup 
dan tak bisa melanjutkan 
perjalanannya ke babak 
semifinal. CNN

Polres Luwu Timur pada 
2023 lalu. Menurut R, pada 
2021, suaminya berinisial I, 
memodali suatu proyek di 
Pemeritah daerah setempat 
yang dimenangkan A. 

“Saat itu (tahun 2021) 
yang bersangkutan (A) me-
minjam uang senilai Rp280 
juta untuk mendanai peker-
jaan atau proyek yang di-
menangkan,” tutur R dalam 
laporannya.

Dana pinjaman tersebut, 
lanjutnya, direncanakan 
akan dikembalikan setelah 
pekerjaan ketika proyek 
berhasil yang berhasil dime-
nangkan A tuntas. Namun, 
sudah dua tahun berlalu, 
dana pinjaman tersebut tak 
kunjung dikembalikan. 

Merasa dananya telah 
digelapkan, R melayangkan 
laporan ke Polres Luwu 
Timur pada 2023. Sejak saat 
itu, kasus penipuan dan 
penggelapan inipun bergulir 
di Polres Luwu Timur. 

Kasat Reskrim Polres 
Luwu Timur, AKP Jody 
Dharma, kepada wartawan 
mengatakan membenarkan 

laporan Ratna. 
“Terlapor (A) sudah di-

tetapkan sebagai tersangka 
sejak Maret 2026 lalu dan 
dikenakan dengan pasal 
378 KUHP dengan ancama 
4 tahun penjara.” kata Jody 

via telepon selularnya, Sabtu 
(18/4/2026). 

Sementara itu, R selaku 
korban berharap, dananya 
senilai Rp 280 juta dapat 
dikembalikan A. 

“Sudah terlalu kami beri-

kan kesempatan dan men-
unggu itikad baik sauda-
ra Arlan mengembalikan 
dana yang kami pinjamkan 
namun sampai saat ini be-
lum ditunaikan,” imbuh 
R. RHT

ILUSTRASI. FOTO: AI (ChatGPT)
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Kegiatan tersebut dilaksa-
nakan secara virtual difasili-
tasi oleh Diskominfosantik 
Kota Palu dari ruang kerja 
Sekda Irmayanti.

Kegiatan ini juga diikuti 
oleh sejumlah pimpinan Or-
ganisasi Perangkat Daerah 
(OPD) terkait di lingkungan 
Pemerintah Kota Palu.

Adapun OPD yang turut 
serta dalam kegiatan ini an-
tara lain Inspektorat Daerah 
Kota Palu, Badan Peren-
canaan Pembangunan Dae-

rah (Bappeda) Kota Palu, Ba-
dan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kota Palu, Dinas Koperasi, 
UMKM dan Tenaga Kerja 
Kota Palu, serta Dinas Sosial 
Kota Palu. Kegiatan asistensi 
dan evaluasi ini dilaksa-
nakan dalam rangka men-
dorong percepatan capaian 
Universal Coverage Jami-
nan Sosial Ketenagakerjaan 
sebagai bagian dari target 
pembangunan nasional. 

Hal tersebut sejalan den-

ASISTENSI, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Capaian UCJ Kota Palu Tahun 2026,Senin (20/4/2026). FOTO PIKD DISKOMINFOSANTIK PALU

Pemkot Palu Dorong Capaian UHC JKN
SULTENG RAYA- Pemerintah Kota Palu 
melalui Sekretaris Daerah Kota Palu, Irma-
yanti Pettalolo, mengikuti kegiatan Asistensi, 
Monitoring dan Evaluasi Percepatan Capaian 
Universal Coverage Jaminan Sosial Ketena-
gakerjaan (UCJ) Kota Palu Tahun 2026 yang 
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal 
Bina Pembangunan Daerah, pada Senin 
(20/04/2026).

gan amanat Undang-Un-
dang Nomor 59 Tahun 
2024 tentang Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) Tahun 
2025–2045, yang menarget-
kan cakupan perlindungan 
jaminan sosial ketenagaker-

jaan mencapai 99,5 persen.
Melalui kegiatan ini, di-

harapkan Pemerintah Kota 
Palu dapat terus mening-

katkan sinergi lintas sektor 
dalam memperluas kepe-
sertaan jaminan sosial ke-
tenagakerjaan, sehingga 

memberikan perlindungan 
yang optimal bagi para pe-
kerja, baik di sektor formal 
maupun informal. ABS

SULTENG RAYA- Pe-
merintah Kota Palu yang 
diwakili Kepala Dinas Pe-
muda dan Olahraga Kota 
Palu melalui Kepala Bidang 
Kepemudaan dan Kepra-
mukaan, Rahmawati Ali, 
secara simbolis menutup 
kegiatan Kemah Pramuka 
Penggalang dan Penegak 
pada Sabtu (18/04/2026) di 
Kelurahan Kawatuna, Kota 
Palu.

Penutupan kegiatan ber-
langsung dengan penuh 
khidmat dan dihadiri para 
peserta kemah, pembina, 
serta panitia pelaksana yang 
telah mengikuti rangkaian 
kegiatan selama beberapa 
hari.

Dalam sambutannya, Rah-
mawati Ali menyampaikan 
bahwa kegiatan kemah ter-
sebut bukan sekadar per-
temuan biasa, melainkan 
menjadi wadah penting 
dalam pembinaan karakter 
generasi muda.

“Kegiatan kemah ini bu-
kan sekadar pertemuan bi-
asa, melainkan merupakan 
wadah pembinaan karak-
ter, penguatan mental, ser-
ta penanaman nilai-nilai 
kebangsaan bagi generasi 
muda kita. Tema yang di-
usung, yaitu ‘Membangun 
Pramuka Tangguh Berka-
rakter dan Berjiwa Patriot’, 
sangat relevan dalam menja-
wab tantangan zaman yang 
semakin kompleks,” ujar 
Rahmawati.

Lebih lanjut, Rahmawati 
menegaskan bahwa Ge-
rakan Pramuka memili-
ki peran strategis dalam 
membentuk generasi yang 
disiplin, mandiri, bertang-
gung jawab, serta memiliki 
semangat gotong royong 
dan cinta tanah air.

“Nilai-nilai inilah yang 
sangat kita butuhkan dalam 
membangun Kota Palu yang 
semakin maju dan berdaya 
saing,” tambahnya.

Rahmawati juga menyam-

paikan bahwa kegiatan ter-
sebut merupakan bagian 
dari implementasi 35 Pro-
gram Prioritas Pemerintah 
Kota Palu, khususnya dalam 
penguatan program Com-
munity Hub dan Youth 
Fellowship yang bertujuan 
menciptakan ruang pem-
belajaran, kolaborasi, serta 
pengembangan potensi ge-
nerasi muda.

Melalui kegiatan kemah 
ini, diharapkan dapat lahir 
generasi muda yang tidak 
hanya cerdas secara inte-
lektual, tetapi juga kuat 
secara karakter, memiliki 
jiwa kepemimpinan, serta 
semangat patriotisme yang 
tinggi.

Kepada para peserta, 
Rahmawati berpesan agar 
seluruh pengalaman dan ni-
lai-nilai positif yang dipero-
leh selama kegiatan dapat 
terus diterapkan dalam ke-
hidupan sehari-hari, baik di 
lingkungan sekolah, kelu-
arga, maupun masyarakat.

“Jadilah generasi yang 
tangguh menghadapi tan-
tangan, berkarakter dalam 
bersikap, serta memiliki se-
mangat untuk berkontribusi 
dalam pembangunan daerah 
dan bangsa,” pesannya.

Di akhir sambutannya, 
Rahmawati menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih 
kepada para pembina dan 
panitia atas dedikasi serta 
kerja keras dalam menyuk-
seskan kegiatan tersebut.

“Semoga kegiatan ini 
membawa manfaat dan 
menjadi  langkah awal 
dalam mencetak generasi 
muda Kota Palu yang ung-
gul, tangguh, dan berdaya 
saing,” tutup Rahmawati.

Kegiatan Kemah Pramuka 
Penggalang dan Penegak ini 
menjadi salah satu upaya 
nyata Pemerintah Kota Palu 
dalam membina generasi 
muda yang berkualitas serta 
siap menghadapi tantangan 
masa depan. ABS

DIASPORA resmi menutup Kemah Pramuka Penggalang dan Peneg-
ak.Sabtu (18/04/2026). FOTO PIKD DISKOMINFOSANTIK PALU

Pemkot Palu Resmi 
Tutup Kemah 

Pramuka Penggalang SULTENG RAYA- Pe-
merintah Kota Palu diwa-
kili Staf Ahli Bidang Eko-
nomi dan Pembangunan 
Setda Kota Palu, Nathan 
Pagasongan, menghadi-
ri pembukaan Turnamen 
Catur Nasional 2026 Piala 
Kapolda Sulawesi Tengah, 
yang dilaksanakan pada 
Sabtu (18/04/2026) di Aula 
STIA Panca Marga Palu.

Turnamen bergengsi ting-
kat nasional tersebut secara 
resmi dibuka oleh Kapolda 
Sulawesi Tengah, Irjen Pol. 
Endi Sutendi, yang ditandai 
dengan simbolisasi pertan-
dingan catur antara Kapolda 
dan Kepala Dinas Pemuda 
dan Olahraga Provinsi Su-
lawesi Tengah, Muchsin 
Husain Pakaya, yang hadir 
mewakili Gubernur Sula-
wesi Tengah.

Dalam sambutannya, Ka-
polda Sulteng menyam-
paikan bahwa berdasarkan 
informasi yang diterima 
pada pagi hari, jumlah pe-
serta yang telah mendaftar 

PEMBUKAAN Turnamen Catur Nasional 2026 Piala Kapolda Sulawesi Tengah, Sabtu (18/04/2026). 
FOTO PIKD DISKOMINFOSANTIK PALU

Turnamen Catur Nasional 2026, 
Rebutkan Piala Kapolda

mencapai sekitar 200 orang. 
Hal ini menunjukkan ting-

ginya antusiasme masyara-
kat terhadap olahraga catur 
di Indonesia. Kapolda juga 
memberikan apresiasi ke-
pada seluruh peserta yang 
telah berpartisipasi dalam 
turnamen tersebut. 

Menurutnya, catur bukan 
sekadar permainan strate-
gi, melainkan juga melatih 
disiplin, fokus, serta ke-
matangan dalam berpikir di 
setiap langkah. Lebih lanjut, 
Kapolda berharap kegiatan 
ini dapat menjadi salah satu 
upaya dalam membangun 

generasi muda yang berpre-
stasi.  Ia menekankan bahwa 
dalam sebuah kompetisi, 
menang atau kalah adalah 
hal yang wajar, namun yang 
terpenting adalah pengala-
man serta nilai-nilai yang 
diperoleh selama mengikuti 
pertandingan.

Turnamen Catur Nasional 
2026 Piala Kapolda Sulteng 
ini merupakan hasil kerja 
sama antara Polda Sulteng 
dan Persatuan Catur Se-
luruh Indonesia (Percasi) 
Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini dijadwal-
kan berlangsung selama 
dua hari, mulai tanggal 18 
hingga 19 April 2026, dan 
terbuka bagi pecatur dari 
berbagai kalangan, baik dari 
dalam maupun luar daerah. 

Adapun kategori yang 
dipertandingkan meliputi 
kategori senior terbuka serta 
kategori perorangan junior 
usia di bawah 15 tahun.

Selain menjadi ajang kom-
petisi, turnamen ini juga 
menyediakan total hadiah 
sebesar Rp 60.000.000, yang 
diharapkan mampu memo-
tivasi para peserta untuk 
menunjukkan kemampuan 
terbaiknya serta melahirkan 
atlet-atlet catur potensial 
yang mampu bersaing di 
tingkat nasional maupun 
internasional. ABS

SULTENG RAYA-Uni-
versitas Tadulako (UNTAD) 
menjadi salah satu penye-
lenggara pelaksanaan tes 
Computer Based Test (CBT) 
dalam rangka seleksi pro-
gram Sekolah Unggul Gar-
uda Baru tahun 2026. Kegi-
atan ini diikuti oleh peserta 
dari berbagai daerah di Sula-
wesi Tengah dan dilaksana-
kan selama satu hari dengan 
dukungan fasilitas ujian 
berbasis komputer yang 
memadai serta terstandar. 
Pelaksanaan ujian bertempat 
di Laboratorium Komputer 
FKIP UNTAD.

Sebanyak 11 peserta ter-
catat mengikuti tes terse-

but. Mereka berasal dari 
sejumlah sekolah, antara lain 
SMPN 1 Pasangkayu, SMPN 
7 Palu, SMP 1 Sigi, SMPN 2 
Balinggi, SMPN 3 Luwuk, 
SMPN 3 Bungku Tengah, 
SMPN 3 Toli-Toli, SMPN 1 
Poso, MTs Alkhairaat Poso, 
serta SMPN 1 Toli-Toli.

Ketua Panitia Lokal (Pan-
lok) Ujian, Sukirman, S.
Kom., M.M.S.I., menyampai-
kan bahwa penunjukan Uni-
versitas Tadulako sebagai 
lokasi pelaksanaan CBT di-
dasarkan pada pengalaman 
dan kesiapan infrastruktur 
yang dimiliki kampus dalam 
menyelenggarakan ujian 
berbasis komputer.

“Universitas Tadulako 
ditunjuk karena memiliki 
pengalaman dalam pelaksa-
naan CBT, seperti pada 
seleksi penerimaan maha-
siswa baru. Hal ini men-
jadi dasar bahwa UNTAD 
dinilai siap dan mampu 
mendukung pelaksanaan 
tes Sekolah Unggul Garuda 
Baru,” jelasnya.

Pelaksanaan tes dibagi ke 
dalam dua sesi pada hari 
yang sama. Sesi pertama 
berupa Tes Potensi Aka-
demik yang dimulai pukul 
09.00 hingga 10.30 WITA. 
Setelah jeda istirahat selama 
30 menit, kegiatan dilanjut-
kan dengan Tes Akademik 

yang diikuti oleh peserta 
yang sama.

Secara umum, pelaksa-
naan kegiatan berlangsung 
tertib dan lancar. Seluruh 
peserta hadir dan mengikuti 
rangkaian tes tanpa kendala 
berarti. 

Meskipun demikian, pa-
nitia mengakui adanya tan-
tangan dalam hal koordinasi 
yang relatif singkat antara 
panitia pusat dan pihak 
universitas.

“Kendala tidak signifikan, 
hanya pada waktu koordi-
nasi yang cukup terbatas. 
Namun secara keseluruhan 
pelaksanaan dapat berjalan 
dengan baik dan lancar,” 

tambah Sukirman.
Informasi terkait hasil se-

leksi dapat diakses oleh pe-
serta melalui platform resmi 
pendaftaran masing-masing 
yang dikelola oleh panitia 
pusat. 

Dalam hal ini, Universitas 
Tadulako berperan sebagai 
fasilitator pelaksanaan tes 
CBT di daerah.

Melalui kegiatan ini, di-
harapkan program Sekolah 
Unggul Garuda Baru dapat 
terus berkembang serta 
memberikan kesempatan 
yang lebih luas bagi peserta 
didik berprestasi di berbagai 
daerah, khususnya di Sula-
wesi Tengah.*ENG

TAMPAK peserta CBT dalam rangka seleksi program Sekolah Unggul Garuda Baru tahun 2026 di Untad. FOTO: HUMAS

UNTAD Fasilitasi Pelaksanaan Tes CBT 
Sekolah Unggul Garuda Baru


